
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1 TAHUN 2003 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang 	.a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar pembangunan 
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007, Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 
tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi paerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2002 2007, dan Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana 
Strategis Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 — 
2007 perlu disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003; 

b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pedoman dalam 
penyelenggaraan 	pelayanan 	masyarakat, 	pemberdayaan 
masyarakat dan pembangunap; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu 
menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat 	1. Undang-undang Nomor 13 • Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3186); 

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 875, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 



5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan pembangaunan Keluarga Sejahtera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3475); 

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301); 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 

. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 

9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3611); 

10.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor2 46, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4848); 

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

12.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 

13.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

16. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3878); 



17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4025); 

21. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 
60); 

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 
Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38); 

23.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 
Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 82); 

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 
Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66); 

25.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 
Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92); 

26.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 
Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 161); 

27.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 9 
Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 162); 
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28.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 
Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tahun 2002 — 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 163). 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003. 

Pasal I 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2003 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat, pemberdayaan 
masyarakat dan pembangunan dalam Tahun 2003. 

Pasal 2 

Sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 disusun sebagai berikut : 

BAB I 	PENDAHULUAN 

BAB II 	TANTANGAN DAN PROSPEK APBD PROPINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003 

BAB III 	ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD 

BAB IV 	STRATEGI DAN PRIORITAS APBD 

BAB V 	PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT BIDANG 
PEMBANGUNAN 

BAB VI 	KEBIJAKAN ANGGARAN 

BAB VII 	PENUTUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Pasal 3 

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 
Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi 
Daerah Khusus ibukota Jakarta Tahun 2003, dituangkan dalam Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2003. 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Januari 2003 

\kGUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

SUTIYOSO 

Diundangkan di Jakarta 
,)ada tanggal 15 Januari 2003 

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI AERAH KHUSL S 

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA TAHUN 2003 
NOMOR 1 
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